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Nelayan Asing Menjarah Laut, Menebar HIV/AIDS
Laut Indonesia menjadi objek penjarahan nelayan asing. Negara rugi lebih dari Rp 30 trilyun per tahun. Peraturan Menteri Nomor 17/2006 masih belum mampu menangkal illegal fishing. Kehadiran nelayan asal Thailand di Tual, Maluku, menghidupkan tempat-tempat hiburan malam. Penyebaran HIV/AIDS pun semakin meluas.

''Se lau se kau, to lai (Beli nasi dan minuman, berapa harganya)''
''Hai men (lima puluh ribu)''
''Hah... tang ton? (hah... tak ada uang kembalian?)''

Percakapan sederhana dalam bahasa Thailand itu jadi hal yang lazim di kota Tual. Tawar-menawar antara para pedagang Tual dan para nelayan asing asal Thailand ini kerap ditemui di sejumlah toko di Pasar Masrum. Para nelayan Thailand yang tidak melaut secara rutin membeli kebutuhan harian mereka di pasar yang terletak di jantung kota pelabuhan yang menjadi ibu kota Kabupaten Maluku Tenggara ini. ''Kebanyakan sih, mereka membeli bir atau minuman kaleng,'' ujar Ibu Kalsum, salah satu pedagang yang punya pelanggan para nelayan Thailand.

Kota yang berjarak lebih dari 500 kilometer di sebelah tenggara Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, ini memang menjadi pusat perniagaan para nelayan Thailand. Sejak tahun 1990-an, para nelayan negeri jiran ini ikut meramaikan suasana kota berpenduduk hampir 70.000 jiwa tersebut. Mereka menjadikan pelabuhan di Tual sebagai tempat melempar sauh.

Selain nelayan asal Thailand, ada juga sejumlah kecil awak kapal asal Cina, Korea, dan Vietnam. Para nelayan itu biasa beroperasi di fishing ground perairan Maluku Tenggara, termasuk perairan Kepulauan Aru dan Laut Banda. Kawasan tersebut merupakan wilayah terbaik nomor dua di dunia sebagai areal penangkapan ikan, di bawah perairan di Afrika Selatan. Di perairan Maluku, hampir sepanjang tahun para nelayan dapat mengeksploitasi hasil laut.

Kehadiran para nelayan asing itu jelas mempengaruhi ekonomi masyarakat setempat. Sayang, yang bisa mendulang dolar hanya segelintir orang. Yakni, para agen kapal asing yang kini ramai-ramai ''bersulih'' sebagai perusahaan perikanan. Sementara itu, masyarakat awam di Tual hanya kebagian receh; terbatas pada jual-beli makanan ringan dan minuman keras.

Untuk sebagian besar kebutuhan pokok, awak kapal asing itu rupanya disuplai dari negara asal. Kapal-kapal besar dari luar negeri yang datang mengambil ikan, sekaligus membongkar bahan-bahan makanan. Termasuk pula spare parts buat kapal-kapal ikan yang beroperasi di sini. ''Masak, beroperasi berbulan-bulan, kapal-kapalnya nggak pada rusak,'' ujar sumber [Media Kandidat] yang tak ingin disebutkan namanya.

Tidak hanya itu, dengan alasan mengisi tangki bahan bakar, kapal-kapal berukuran besar itu membeli pula bahan bakar minyak bersubsidi di Indonesia dan kemudian melegonya di luar negeri. Dengan begitu, mereka bukan saja untung dari mendrop bahan makanan dan spare parts kapal, lalu mengusung ikan asal laut Maluku, juga dari jual-beli BBM.

Lantas, apa yang didapat masyarakat lokal dengan kehadiran mereka? ''Kami cuma kebagian limbah, tumpahan sisa BBM kapal, dan kerusakan lingkungan,'' ujar Ir. P. Beruatwarin, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Tenggara. Kehadiran kapal-kapal asing itu nyaris tidak memberi kontribusi bagi masyarakat lokal. Padahal, tiap bulan, jelas-jelas para nelayan asing itu menangkap ribuan ton ikan bernilai milyaran rupiah dari perairan Maluku Tenggara. Sialnya pula, ikan-ikan tersebut tidak pernah mampir di darat untuk diolah oleh perusahaan yang ada di sana. Tanpa proses pengolahan, semua hasil tangkapan nelayan asing langsung dikirim ke luar negeri.

Buktinya, dalam anggaran pendapatan asli daerah Maluku Tenggara, hampir tidak ada pemasukan dari sektor perikanan. Kalaupun ada, nilainya sangat kecil. Itu pun berasal dari perikanan rakyat. Kontribusi kapal dan nelayan asing? ''Kontribusi langsungnya, nol besar,'' ujar Beruatwarin.

Itu sebabnya, meski nelayan Thailand sudah membanjir di Tual sejak tahun 1990-an, perkembangan kota tersebut tetap merayap. Infrastruktur jalan, baik di pusat kota maupun di pedesaan, tak banyak berubah. Yang lebih tragis, industri perikanan di sana pun mati.

Protes warga atas keadaan buruk itu sebenarnya sudah berulang kali dilakukan. Beruatwarin, yang juga menjabat sebagai Direktur Politeknik Perikanan Negeri Tual, misalnya, pertengahan Oktober lalu melayangkan sepucuk surat bernada protes kepada Pelabuhan Perikanan Tual. Dalam surat itu, dia mempertanyakan pembagian retribusi hasil perikanan tangkap, yang menjadi porsi daerah. Namun, hingga kini tidak ada tanggapan.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap, hasil perikanan tangkap yang bukan tujuan ekspor atau untuk daerah lain --termasuk yang diekspor lewat pelabuhan di daerah lain-- seharusnya menjadi porsi dan kewenangan daerah penghasil. Kenyataannya, hal itu hingga kini tak terwujud.

Hal yang sama juga terjadi di pelabuhan perikanan di daerah lain. Kapal-kapal besar penangkap ikan, tidak pernah menurunkan tangkapannya di darat untuk diolah di perusahaan lokal. Akibatnya, perusahaan perikanan lokal pun tidak berkutik, alias mati.

Di Tual, kondisnya lebih mengenaskan. Hampir tiap hari, kapal-kapal nelayan asing berbendera Indonesia singgah di Pelabuhan Perikanan Tual. Kapal-kapal berukuran 30 hingga 1.500 GT itu silih berganti bongkar muat di pelabuhan yang berada di bawah kewenangan Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan. Tiap bulan, demikian Kepala Pelabuhan Perikanan Indonesia Tual, Ir. J. Jantje Patty, mencatat, setidaknya ada enam kapal bertonase 1.500 GT berangkat menuju Thailand dan Korea.

Dengan volume ikan minimal 1.200 ton per kapal, setidaknya lebih dari 7.200 ton ikan bernilai ekonomi tinggi (tuna, tengiri, kerapu, dan kakap merah) keluar dari Pelabuhan Perikanan Tual. Namun, tidak ada satu pun kapal yang membongkar ikan dan mengirimkannya ke perusahaan perikanan yang ada di Tual. Segala aktivitas itu juga tidak melibatkan warga setempat.
Di Pelabuhan Perikanan Tual terdaftar 17 perusahaan perikanan dengan 185 kapal tangkap ataupun kapal ekspor. Hanya saja, belum ada satu pun perusahaan yang memiliki industri pengolahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2006. Pemerintah, menurut Jantje, masih memberikan kelonggaran kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyiapkan infrastruktur industri pengolahan.

Pihak pelabuhan sebenarnya sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare bagi perusahaan yang ingin mendirikan industri pengolahan. Sayang, peminatnya masih sedikit. ''Saat ini baru ada dua perusahaan, PT Mina Jaya Bahari dan Tanggul Mina Nusantara, yang sudah meneken kontrak untuk membangun industrinya. Kami berharap, mereka bisa segera membangun, sehingga ikut menyerap tenaga kerja lokal,'' ujar Jantje.

Perusahaan Lokal sebagai Agen Asing
Belum bergeraknya industri perikanan di Tual, juga menimbulkan keprihatinan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Maluku Tenggara, Ali Wardana. Kehadiran kapal-kapal nelayan asing asal Thailand dan Cina, yang dibalut bendera Indonesia oleh perusahaan-perusahan perikanan lokal, sama sekali tidak menyentuh masyarakat setempat. Padahal mereka telah mengekploitasi hasil laut Maluku Tenggara bernilai milyaran rupiah.

Namun kontribusi mereka terhadap daerah, sangat kecil. ''Bisa-bisa kasus Freeport juga terjadi di Tual,'' ujar Ali.

Keleluasaan para nelayan asing mengeruk hasil laut Indonesia, tidak lepas dari sokongan para pengusaha lokal. Mereka yang mendirikan perusahaan perikanan lebih memilih sebagai agen pengurus izin dibandingkan dengan secara serius menangani pengolah ikan. Mereka sibuk mengurus izin saat kapal-kapal penangkap ikan merapat di pelabuhan. Baik untuk izin ekspor maupun tetek bengek administrasi kepelabuhanan.

Yang juga memprihatinkan, kapal-kapal tersebut sepenuhnya diawaki --baik itu nakhoda maupun anak buah kapal (ABK)-- adalah warga negara asing. Padahal, sebagaimana diatur Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2006, kapal-kapal penangkap ikan asing kini diharuskan juga memperkerjakan nelayan lokal. ''Coba cek saja, mana ada kapal ikan itu yang memperkerjakan nelayan lokal,'' kata Ali.

Praktek ''mengadali'' Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2006, masih kata Ali, juga terlihat dari mudahnya kapal-kapal nelayan asing mendapatkan ''KTP'' baru. Kapal-kapal yang sebelumnya berbendera Thailand, Cina, ataupun Vietnam dengan mudah mengganti bendera menjadi Merah Putih. Begitu pula, nama kapal yang tertera di lambung kapal ikut berganti identitas. Praktek kotor perusahaan perikanan itu jelas sangat merugikan. Terlebih lagi, kapal-kapal yang didapat dengan cara sewa beli itu, setiap saat juga bisa mengganti bendera merah putih dengan bendera asing.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2006 sebenarnya memiliki arti strategis. ''Permen 17 Tahun 2006, intinya, untuk pertumbuhan lapangan pekerjaan dan pemberantasan kemiskinan,'' kata Ali Supardan, Dirjen Perikanan Tangkap DKP. Tiap enam bulan, tim pengawasan dari DKP melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan-perusahan perikanan. Jika dalam enam bulan tidak realisasi, izin penangkapan tidak akan dikasih. Bahkan, jika dalam dua tahun pemegang izin tidak menunjukkan ada perkembangan, maka izin usahanya akan dicabut.

Secara lebih spesifik, Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2006 dimaksudkan untuk mencegah praktek illegal fishing. Antara lain, diatur kewajiban menurunkan seluruh hasil tangkapan ikan ke darat di wilayah Indonesia. Pemerintah pun mewajibkan, setiap perusahan perikanan asing mendirikan industri pengolahan melalui pola kemitraan dengan pengusaha nasional. Harapannya, masyarakat lokal di sekitar industri bisa ikut merasakan keberadaan industri-industri tersebut. Minimal, lewat terbukanya lapangan kerja dan terangkatnya ekonomi masyarakat lewat sektor perdagangan dan jasa.

Sayang, hal itu masih jadi angan-angan. Beleid yang dikeluarkan pada Juni 2006 itu ternyata masih menyisakan sejumlah celah. Beleid itu masih memungkinkan kapal-kapal asing untuk mengirim langsung hasil tangkapannya ke luar negeri. Para penjarah itu mengakali ketentuan dengan alasan telah ''mengolah'' di atas kapal. Padahal yang terjadi, ikan-ikan itu sekadar disimpan dalam es. Dan, itu sudah mereka sebut telah diolah. ''Ikan-ikan itu langsung dibawa ke Thailand,'' Ir. Ambo Wakanubun, petugas pengawas di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual, menambahkan.

Selain tidak menyerap tenaga kerja lokal, hasil tangkapan yang langsung dikirim ke luar itu hanya akan menguntungkan asing, misalnya Thailand. Ikan-ikan hasil tangkapan di Indonesia kemudian diklaim Thailand sebagai hasil laut mereka dan diolah serta diekspor kembali dengan nilai yang jauh berlipat ganda. Hasilnya, Thailand --yang hanya memiliki garis pantai yang tak seberapa-- bisa mengekspor ikan senilai US$ 5 milyar. Bandingkan dengan Indonesia yang hanya mampu mengekspor US$ 2 milyar. ''Ikannya ya dari kita, tapi yang punya nama justru mereka (Thailand),'' ujar Ali lagi.

Dampak buruk lain, pengiriman ikan asal Indonesia ke luar negeri yang dilakukan tanpa proses pengolahan yang benar itu memunculkan komplain dari negara importir. Uni Eropa, misalnya, kerapkali protes lantaran ikan-ikan asal Indonesia acapkali tidak sesuai dengan standar mutu yang mereka syaratkan. Ini disebabkan --salah satunya-- sejak awal proses penangkapan sudah dilakukan tidak benar. Kapal-kapal penangkap ikan yang ada banyak yang tidak mengindahkan kesehatan. Selain tidak memiliki restroom, awak kapal asal Thailand acapkali membiarkan anjing-anjing piaraan mereka berkeliaran di seputar ikan hasil tangkapannya

Kerugian Indonesia makin bertambah parah dengan maraknya praktek Illegal, unregulated, and unreported fishing (IUU fishing). Operasi yang digelar Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan periode Januari-Agustus 2006, misalnya, berhasil menghentikan dan memeriksa 760 kapal. Jenis pelanggaran yang dilakukan, antara lain, penggunaan alat tangkap trawl; penggunaan tenaga kerja asing, transhipment di laut, dokumen izin perikanan yang kedaluwarsa dan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan izin yang dimiliki, serta jenis pelanggaran tidak memiliki dokumen izin perikanan Indonesia (SIPI).

Departemen Kelautan dan Perikanan mencatat praktek penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) ini telah merugikan negara sebesar US$ 1,9 milyar per tahun serta membahayakan harga diri dan kedaulatan bangsa Indonesia. Angka itu, sebagaimana diprediksi anggota Komisi V DPR-RI, Ganjar Pranowo, boleh jadi lebih besar lagi. ''Angkanya (kerugian akibat illegal fishing -Red.) bisa mencapai Rp 30 trilyun,'' ujar Ganjar.

Kawasan favorit yang menjadi tempat jarahan, adalah Laut Arafura dan Laut Cina Selatan. Adapun modusnya adalah dengan menyalahgunakan izin usaha perikanan (IUP) dan surat penangkapan ikan (SPI). IUP dan SPI yang didapat biasanya difotokopi lalu dibagi-bagikan ke kapal yang sejenis (ukuran, kapasitas, bentuk, dan warna yang sama) milik perusahaan yang mengurus dokumen kapal. Bukan tak mungkin, satu izin dipegang oleh lima kapal. Cukup dengan mencantumkan nama yang dan identitas yang sama di atas kapal, jadilah kapal-kapal itu beroperasi dengan leluasa.

Modus lain adalah beredarnya izin-izin yang dikeluarkan bukan oleh pejabat berwenang, misalnya kapal ukuran di atas 30 GT dikeluarkan dengan dokumen di bawah 30 GT sehingga SPI cukup oleh Dinas Perikanan di daerah.

Soal penegakan hukum pelaku illegal fishing? Prakteknya jauh dari harapan. Banyak kasus illegal fishing yang diselesaikan di bawah meja alias tak sampai ke pengadilan. Kenyataan ini tidak lepas dari ulah oknum-oknum penegak hukum yang ikut ''bermain''.
Meski ada yang diproses di pengadilan, para penjarah hasil laut Indonesia itu biasanya bisa melenggang bebas atau hanya dikenai sanksi pidana ringan. ''Saya rasa, aparat penegak hukum di pusat harus ikut turun tangan. Kalau tidak, percuma saja,'' ujar Ali, yang juga menjabat sebagai Wakil Bendahara Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Muda.

Untuk mengatasi carut-marut itu, anggota dewan dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meminta DKP melakukan pembenahan secara besar-besaran. Baik ke dalam maupun ke luar. Misalnya, pemberian izin kapal penangkap ikan mesti dilakukan secara transparan, sehingga tidak ada satu kelompok saja yang diuntungkan. Disarankan pula, ada semacam tata niaga perikanan yang mengawasi secara ketat pengiriman ikan asal Indonesia ke luar negeri agar tidak mendapat komplain pembeli. ''Standar mutu pengolahan ikan harus benar-benar diperhatikan. Laboratorium mutu mesti diperbanyak dan dilengkapi dengan peralatan memadai,'' katanya.

Sumber Penyebar HIV
Selain menjarah ikan, para nelayan asing yang singgah di Indonesia juga memiliki laku lancung. Kehadiran nelayan Thailand di Tual misalnya, telah mendorong berkembangnya industri hiburan malam dan prostitusi. Ujungnya, terjadilah kerawanan sosial dan berbuntut merebaknya kasus HIV/AIDS, penyakit yang hingga kini belum ada obatnya. Angka di catatan resmi Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, sekitar 50 kasus HIV/AIDS. ''Jumlah itu hanya puncak gunung es, saya yakin jumlahnya lebih banyak lagi,'' ujar Ali (baca: Kencan Sesaat Nelayan Thailand).
Karena itu, Semmy Resmol, anggota DPRD Maluku asal Tual, mengingatkan agar pemerintah daerah setempat membatasi izin tempat-tempat hiburan malam. Selain menimbulkan keresahan masyarakat, tempat tersebut terbukti terkait dengan merebaknya virus HIV/AIDS. ''Kami (DPRD Maluku) sudah meminta pemda untuk menertibkan tempat-tempat hiburan tersebut,'' ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini kepada [Media Kandidat] di Tual, akhir September lalu.

Selain warga awam, nelayan di sana juga resah lantaran ulah para nelayan asing yang leluasa menggenggam senjata api. Mereka suka menakut-nakuti nelayan lokal bila sedang berdekatan. ''Kami menduga ada proses pembiaran oleh oknum-oknum aparat terhadap sepak terjang nelayan asing,'' Semmy menambahkan.

Kencan Sesaat Nelayan Thailand
Gelap membungkus malam di salah satu sudut kota Tual. Angin laut yang dingin menambah sunyi suasana di akhir September lalu. Tapi, suasana itu tak begitu terasa di kafe Monalisa. Ingar-bingar musik remix dan kerlap-kerlip lampu ala diskotek justru semarak mewarnai ruangan kafe yang juga berfungsi sebagai tempat karaoke ini.

Meski tak banyak pengunjung, kafe yang cukup elite di Tual, Maluku Tenggara, ini tetap menyajikan hiburan. Gadis-gadis berpakaian mini mondar-mandir di ruang seluas kurang lebih 200 meter persegi, yang tampak lengang. Layar berukuran 4 meter persegi, yang menyajikan gambar klip lagu yang dinyanyikan, ikut menambah semarak suasana.

Biasanya, demikian kata Lala, seorang gadis pemandu karaoke asal Cimahi, Bandung, kafe Monalisa disesaki para pengunjung. Apalagi, jika di akhir pekan, banyak ''tekong'' --sebutan bagi nelayan Thailand-- yang ikut mencari hiburan di kafe yang terletak di ujung Jalan Langgur ini. Tapi, tak seperti kafe-kafe lain di seantero Tual, Monalisa terkenal sebagai tempat untuk kalangan berduit.

Tak sembarang nelayan Thailand yang mencari ''kencan sesaat'' di kafe tersebut. Menurut Ari --bukan nama sebenarnya-- pelanggan kafe Monalisa kebanyakan adalah para nahkoda atau pemilik kapal nelayan Thailand. Ari, yang kerap mendatangi tempat-tempat hiburan malam di Tual, mengaku sering menyaksikan para nelayan Thailand di kafe-kafe ''murahan'' yang berada tak jauh dari pelabuhan tempat sandar kapal-kapal mereka.

Sejak membanjirnya nelayan Thailand di Tual, sejumlah tempat hiburan malam ikut menjamur di seantero Tual. Menurut data Dinas Kesehatan Maluku Tenggara, tak kurang dari 18 kafe dan tempat hiburan malam kini beroperasi di Tual. Jumlah ini pun diduga belum termasuk kafe-kafe ''gelap'' yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Dari hasil penelusuran [Media Kandidat], setidaknya lebih dari 20 tempat hiburan malam serta beberapa tempat yang diduga sebagai lokalisasi prostitusi kini hidup sejak kedatangan para nelayan Thailand. Padahal, jauh sebelumnya, Tual hanya punya satu lokalisasi dan tempat hiburan malam.

Kfe dan lokalisasi itu berkembang cukup pesat di seputar kota Tual. Tak jauh dari pelabuhan perikanan Tual, misalnya. Terdapat kafe Planet Bangkok yang selain menyajikan hiburan karaoke juga menjadi tempat transaksi seksual. Maklum selain sebagai diskotek, kafe tersebut juga menyediakan kamar-kamar untuk ''kencan sesaat''. ''Kalau harga pas, bisa langsung ngamar,'' ujar Ari.

Selain kafe dan diskotek, ada pula sejumlah tempat yang diduga menjadi lokalisasi terselubung. Di antaranya, sejumlah rumah kos di daerah yang kerap disebut sebagai ''Tembok Berlin'' dan ''Tanah Putih'', Tual. Kedua tempat yang jaraknya hanya kurang dari 2 kilometer dari pusat kota Tual ini, sudah rahasia umum, menjadi tempat prostitusi.

Tembok Berlin tak lain adalah sebuah permukiman warga yang dihubungkan dengan sebuah lorong sempit diimpit tembok tinggi dari kantor Kelurahan Masrum. Sementara itu, kawasan Tanah Putih merupakan lokasi permukiman yang berada tak jauh dari lokasi penggalian batu kapur, tak jauh Pangkalan TNI-AL Tual. Kedua tempat itu menjadi favorit para nelayan Thailand. Mereka tidak jarang menjadikan sebagian para pekerja seks komersial (PSK) di tempat itu sebagai istri-istri kontrak.

Merebaknya tempat hiburan malam dan lokalisasi ini turut meningkatkan jumlah PSK yang beroperasi di Kota Tual dan sekitarnya. Data Dinas Kesehatan Maluku Tenggara menyebutkan, jumlah PSK di Kota Tual tercatat sebanyak 453 orang pada tahun 2005. Sementara itu, tahun 2006, jumlahnya mencapai 605 orang atau dalam setahun setidaknya jumlah PSK bertambah 152 orang.

Berkembangnya industri prostitusi ini tentu membawa dampak pada tingginya angka pengidap HIV/AIDS. Maklum, tak sedikit nelayan Thailand pengidap HIV/AIDS yang ikut mengais rezeki ke Indonesia. Selain itu, pola hidup para nelayan Thailand yang terkenal jorok dan kotor menambah tingginya risiko terjadinya penularan HIV/AIDS.

Pointer: 

· Kapal berbendera Indonesia yang didapat dengan cara sewa beli, setiap saat bisa berganti dengan bendera asing.

· Izin kapal di Laut Arafura dibatasi karena dianggap sudah jenuh.
Penjarahan ikan makin marak. Selain mencuri, kapal-kapal ikan dengan awak warga negara asing juga memborong BBM bersubsidi untuk dilego di luar.

· Warga lokal hanya kebagian limbah, tumpahan sisa BBM kapal, dan kerusakan lingkungan.

· Akibat interaksi dengan nelayan Thailand, bisnis malam dan prostitusi marak. Kasus HIV/AIDS di Tual, Maluku Tenggara, pun kian melonjak.

· Disarankan ada tata niaga perikanan yang mampu mengontrol mutu dan harga ikan hasil laut Indonesia.
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